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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah yang sangat luas. 

Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan kemakmuran Pemerintah Indonesia 

memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing- 

masing sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18A Ayat 1-2, dan 

Pasal 18B Ayat 1-2. Wewenang tersebut disebut otonomi daerah. Otonomi 

daerah tidak hanya berisikan wewenang tetapi juga kewajiban dan tanggung 

jawab setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. Dibentuknya pemerintahan daerah guna mengurus urusan pemerintahan 

di tingkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengatur transportasi 

dan lalu lintas daerah yang ditangani oleh dinas perhubungan. Dinas Perhubungan 

merupakan salah satu bagian pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, 

melapor kepada gubernur melalui sekretaris daerah dan melapor kepadanya. 

Tanggung jawab utama dinas perhubungan adalah menyelenggarakan kegiatan 

perhubungan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan bantuan. Tanggung 
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jawab dinas perhubungan meliputi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

serta pelayanan publik di bidang transportasi darat, keselamatan, sarana dan 

prasarana, parkir, dan bidang lainnya. Daerah-daerah ini berkontribusi pada apa 

yang disebut pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Namun, mendapatkan 

uang bukanlah tujuan utama dari kegiatan tersebut. Tujuan utama Dinas 

Perhubungan adalah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. 

Pendapatan terkait transportasi adalah hal biasa, mulai dari perizinan hingga 

penyediaan transportasi umum hingga pengujian transportasi, dan sebagainya. Jasa 

angkutan harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan 

pendapatan dari jasa dan barang dagangan. Salah satu kewajiban perpajakan yang 

harus dipenuhi oleh dinas perhubungan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Mengingat banyaknya kegiatan dinas perhubungan terutama berkaitan dengan jasa, 

dinas perhubungan berpedoman pada banyak peraturan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Namun, sebagian besar jasa yang diberikan dinas perhubungan 

tidak dikenakan PPN. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan 

No.80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum 

di air yang tidak dikenakan PPN. 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipisahkan menjadi Pajak Masukan (PM) dan 

Pajak Keluaran (PK), akan ditemukan dalam penyelenggaraan jasa angkutan. Pajak 

Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pembelian produk dikenal sebagai Pajak 

Masukan, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penjualan 

barang dikenal sebagai Pajak Keluaran. Besarnya pajak yang telah dipungut penjual 

dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran Dinas Perhubungan, sehingga 
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mengakibatkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh dinas perhubungan. 

Namun, karena beberapa operasi agen transportasi tidak dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Masukan tidak dapat diterapkan untuk layanan ini. 

Seperti diketahui, pendapatan jasa transportasi tidak hanya diperoleh dari 

angkutan umum tetapi juga dari jasa lain yang dapat dikenakan PPN, seperti jasa 

pengelolaan tempat parkir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa atas jasa pengelolaan tempat parkir dikenakan 

PPN. Akibatnya, sebagian pajak masukan atas pengadaan barang atau jasa untuk 

penyelenggaraan jasa transportasi dapat dikreditkan, sedangkan sebagian lainnya 

tidak. Lalu, bagaimana Pajak Masukan diterapkan pada pembelian produk atau jasa 

yang digunakan untuk menciptakan penerimaan yang kena PPN atau yang tidak 

kena PPN dan tidak dapat dipisahkan. Pentingnya memperjelas mekanisme 

pengkreditan Pajak Masukan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian pada 

mekanisme dan pelaporan PPN dinas perhubungan yang akan disusun dalam karya 

tulis yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, beberapa rumusan masalah dalam karya tulis 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dunia nyata? 

 

2. Bagaimana mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sleman? 
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3. Apakah sudah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan 

mekanisme Pajak Pertambahn Nilai di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sleman? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui penerapan teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dunia 

nyata; 

2. Untuk mengetahui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dalam kegiatan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sleman; dan 

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan 

pelaksanaan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sleman. 

1.4 Ruang Lingkup 

Penulis membatasi pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini pada Pajak 

Masukan dalam Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini akan 

berisi definisi barang dan jasa kena pajak dan tidak kena pajak, faktur pajak, dan 

metode pengkreditan pajak masukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. 

1.5 Manfaat Penulisan 

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memilki manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  
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Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan PPN yang benar 

dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diharapkan 

dapat berfungsi sebagai teknik untuk memperluas informasi teoretis yang diperoleh 

melalui kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menjadi saran yang bermanfaat dalam menerapkan 

pengetahuan penulis tentang aturan dan mekanisme dari PPN. 

b. Bagi Objek Penelitian 

Diharapkan memberikan masukan bagi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sleman dalam menjalankan kewajiban perpajakan PPN agar menerapkan 

ekanisme perpajakan sesuai peraturan. 

1.6 Sistematika Penulisan KTTA 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memberikan gambaran umum tentang tugas akhir penulis. Penulis 

menyajikan latar belakang, tujuan penulisan, rumusan masalah, keunggulan penulisan, 

ruang lingkup pembahasan, dan komposisi metodis makalah dalam bab ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan ide-ide yang mendasari penyusunan dan 

pembahasan topik makalah yang berkaitan dengan masalah yang dieksplorasi dalam 

bab landasan teoritis. Teori produk dan jasa kena pajak, barang dan jasa tidak kena 
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pajak, pengusaha kena pajak, faktur pajak, pajak nilai pertama, dan kredit pajak 

masukan semua akan diperiksa. 

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mencakup teknik pengumpulan data, ringkasan item, dan hasil diskusi 

makalah. Gambaran keseluruhan objek, termasuk profil singkat, visi dan misi, serta 

struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, dirinci pada sub bab ini. 

Evaluasi terhadap perlakuan kredit pajak masukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sleman juga dipaparkan pada bagian pembahasan hasil. Bab ini juga menjelaskan cara 

kerja sistem pajak pertambahan nilai Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan 

bagaimana kaitannya dengan aturan yang berlaku. 

BAB IV SIMPULAN 

 Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi penulis berdasarkan temuan 

analisis bab-bab sebelumnya, dengan maksud agar temuan tersebut bermanfaat bagi 

penulis, subjek makalah, dan pihak lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib kepada rakyat untuk kepentingan 

negara. Tujuan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran. Manfaat pajak 

digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan membayar upah 

pekerja pemerintah. Wajib pajak tidak menerima ketidakseimbangan secara 

langsung dimana uang yang diterima dari pajak digunakan untuk kepentingan 

negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak digolongkan dalam beberapa macam kategori sesuai tujuan 

penggunaannya. Adapun, macam-macam dari fungsi pajak tersebut antara lain: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) 
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Di banyak negara, pungutan wajib atau pajak merupakan sumber utama 

pendapatan pemerintah. Tujuan fungsi anggaran kali ini adalah menggunakan 

pungutan-pungutan yang diperlukan untuk mendanai segala bentuk 

pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak juga dapat membantu pemerintah mengelola perekonomian negara. 

Tujuan pengendalian pajak ini adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan 

untuk mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. 

3. Fungsi Pemerataan 

Semua pungutan yang dibayarkan oleh warga negara akan didistribusikan 

secara adil untuk pertumbuhan negara. Fungsi ini akan menciptakan 

keseimbangan antara distribusi pendapatan negara dan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Fungsi Stabilitas 

Pajak akan menyediakan dana bagi pemerintah untuk menjalankan program 

yang bertujuan menjaga harga tetap stabil. Misalnya, memerangi inflasi, 

menetapkan nominal retribusi, dan kebijakan peredaran uang, antara lain. 

2.2 Pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak 

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang 

bergerak atau barang tidak bergerak, serta barang/benda tidak berwujud yang 

dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang, yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
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Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya dijelaskan konsep Jasa Kena Pajak 

(JKP) yang diartikan sebagai setiap kegiatan jasa yang dikenai pajak menurut 

undang-undang. Kegiatan jasa ini didasarkan pada perjanjian atau perbuatan hukum 

yang menghasilkan barang, jasa, kemudahan, atau hak berwujud yang dapat 

digunakan. JKP juga terdiri dari layanan pembuatan barang dengan menggunakan 

bahan dan instruksi yang memenuhi syarat sesuai dengan permintaan pelanggan, 

selain kegiatan layanan. Terkait barang dan jasa yang terkena pajak, di dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) dijelaskan yang 

tercantum sebagai penafsiran dari penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu: 

1. melepaskan hak atas Barang Kena Pajak akibat adanya suatu perjanjian; 

2. perjanjian sewa dan/atau sewa menyewa (leasing) 

menyebabkan terjadinya pengalihan Barang Kena Pajak (BKP); 

3. menyerahkan Barang Kena Pajak dengan cara lelang maupun diserahkan pada 

pedagang perantara; 

4. penggunaan pribadi dan/atau peredaran Barang Kena Pajak secara cuma- cuma; 

5. persediaan dan/atau kekayaan, termasuk BKP, sisa setelah likuidasi perusahaan 

yang tujuan awalnya tidak untuk diperdagangkan; 

6. BKP dipasok dari pusat atau dari cabang ke pusat dan/atau antar cabang; 

7. penyerahan BKP konsinyasi; 

8. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah, dimana Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP langsung 

kepada pihak yang mencari Barang Kena Pajak. 
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Pada Pasal 1A ayat (2) juga dijelaskan ketetapan terkait yang bukan 

pengertian dari penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu: 

1. sesuai dengan Hukum Dagang, menyerahkan Barang Kena Pajak kepada 

perantara; 

2. menjaminkan Barang Kena Pajak sebagai jaminan utang-utang; 

 

3. menyediakan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f tentang Pengusaha Kena Pajak yang menitikberatkan pada lokasi 

terutangnya pajak; 

4. barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemekaran, atau pengambilalihan suatu perusahaan jika dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak; 

5. pada saat suatu perseroan dibubarkan, sisa Barang Kena Pajak tersebut 

termasuk harta kekayaan yang tidak pernah dimaksudkan untuk 

diperdagangkan dan pajak masukan yang tidak dikreditkan sesuai dengan 

Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. 

2.3 Pengertian Pengusaha Kena Pajak 

Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 

menurut sumbernya, yaitu peraturan perundang-undangan ini, disebut sebagai 

Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

Sedangkan pengusaha adalah orang atau badan yang kegiatan ekonomi utamanya 

meliputi pembuatan barang/jasa, ekspor-impor barang/jasa, dan pemanfaatan 

barang atau jasa tidak berwujud yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013, seorang 



11 

 

 

 

pengusaha harus mendaftar sebagai PKP jika penghasilan brutonya dalam waktu 

tertentu melebihi Rp4.800.000.000,00, kecuali usaha kecil yang penghasilannya 

dibatasi oleh Menteri Keuangan. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang masih terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP. 

Pendaftaran sebagai PKP harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah 

mendapatkan sejumlah uang yang dipersyaratkan. 

2.4 Bendahara Pemerintah 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Perbendaharaan Umum 

didefinisikan sebagai suatu sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban 

keuangan negara, termasuk penanaman modal dan kekayaan tersendiri, yang diatur 

dalam APBN dan APBD. Bendahara adalah orang atau badan yang diperbolehkan 

menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran/penyerahan uang, surat 

berharga, atau barang milik negara/daerah untuk dan atas nama negara/daerah 

dalam peraturan perundang-undangan. Bendahara memiliki kewenangan 

perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan bendahara 

daerah pada khususnya memiliki kewenangan untuk memungut, menyetor, dan 

melaporkan pajak. 

2.4.1 Golongan Bendahara 

Menurut UU Perbendaharaan Negara, bendahara dibagi menjadi tiga kategori: 

1) Bendahara umum, yang dibedakan menjadi dua, yaitu. 
 

a. Bendahara Umum Negara adalah pemangku kepentingan yang 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Bendahara Umum Negara. 
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Menteri Keuangan memegang pekerjaan ini. 

b. Pemangku kepentingan yang menjalankan peran bendahara umum 

daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah memangku jabatan ini. 

2) Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD, Bendahara Penerimaan 

bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang penerimaan negara/daerah 

pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 

3) Penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengendalian, dan pembukuan 

atas uang yang digunakan untuk belanja negara/daerah dalam pelaksanaan 

APBN/APBD pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja 

pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. 

2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas semua 

transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam negeri 

oleh orang pribadi, bisnis, dan pemerintah. Badan atau orang pribadi yang 

membayar pajak ini wajib menyetorkannya melalui pihak yang 

memotong/memungut PPN, bukan langsung ke kas negara. PPN dikenakan atas 

penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam wilayah Republik Indonesia, kegiatan 

pemanfaatan BKP, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP dari luar negeri yang 

digunakan di wilayah Republik Indonesia, serta kegiatan ekspor dan impor. 
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Dasar hukum PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 yang kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

2.5.1 Barang Tidak Kena Pajak 

Dari berbagai macam BKP dan/atau JKP yang berwujud maupun tidak 

berwujud yang terkena PPN, ada beberapa jenis yang tidak terkena PPN. Hal 

tersebut telah dituangkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) dan 

(3). Pada ayat (2) disebutkan jenis barang yang tidak terkena PPN ialah: 

1) produk yang berasal langsung dari operasi penambangan dan pengeboran dan 

langsung digunakan; 

2) sebagian besar individu membutuhkan persyaratan dasar; 

3) makanan dan minuman yang ditawarkan di hotel, restoran, dan gerai, baik 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang 

diantarkan oleh usaha katering atau jasa katering; dan 

4) uang, emas batangan, dan surat berharga. 

2.5.2 Jasa Tidak Kena Pajak 

Menurut Pasal 4A ayat, jenis-jenis jasa tertentu, antara lain kesehatan, 

sosial, prangko, keuangan, asuransi, agama, pendidikan, seni dan hiburan, serta 

penyiaran non-iklan, tidak dikenakan PPN (3). Terdapat pula pelayanan angkutan 

umum darat dan air, serta pelayanan angkutan udara domestik yang tidak dapat 

dipisahkan dari pelayanan angkutan udara luar negeri, hotel, pelayanan pemerintah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan universal, fasilitas parkir, telepon umum 
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yang menerima uang logam, pengiriman uang melalui pos. wesel, dan katering atau 

jasa katering. 

2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 juga mendefinisikan berbagai 

macam tarif PPN, seperti tarif PPN 10% dan tarif PPN 0% untuk kegiatan ekspor. 

Selain kedua tarif tersebut, tarif PPN dapat bervariasi antara 5% dan 15% 

tergantung pada tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Besarnya 

PPN yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP). DPP dapat berupa: 

1) harga jual, yaitu suatu nilai uang yang diminta oleh penjual karena 

menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP), nilai terdiri atas biaya penjualan serta 

keuntungan dan dikurangi potongan harga jika ada dan tidak termasuk PPN 

yang dipungut; 

2) nilai penggantian ialah suatu nilai uang yang dibayar oleh penerima JKP atau 

BKP Tidak Berwujud yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, nilai 

tersebut terdiri atas keuntungan bagi penjual serta biaya yang seharusnya 

dibayarkan dan dikurangi dengan potongan harga jika ada dan tidak termasuk 

PPN yang dipungut; 

3) nilai impor adalah nilai moneter yang digunakan untuk menghitung pajak dan 

retribusi impor berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan 

cukai untuk impor BKP; itu tidak termasuk PPN yang dipungut; 

4) nilai ekspor ialah suatu nilai uang serta seluruh biaya  yang diminta oleh 

eksportir; dan 
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5) nilai lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

121/PMK.03/2015. 

2.5.4 Fasilitas PPN 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi yang 

terkena PPN mendapatkan penanganan khusus. Fasilitas PPN adalah sebutan untuk 

perlakuan unik ini. Undang-Undang Reformasi Perpajakan 2009 antara lain 

bertujuan untuk meningkatkan ekspor, menjamin ketersediaan peralatan TNI yang 

memadai, meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa. Berikut fasilitas PPN 

yang dimaksud: 

1) Mengenakan pajak 0% atas semua kegiatan ekspor BKP, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP. Bukan berarti PKP tidak memungut 

PPN; sebaliknya, penyedia BKP dan JKP PKP terus memungut PPN dengan 

tarif 0%. Akibatnya, nilai PK dihasilkan dengan mengalikan DPP dengan 

tingkat 0%, menghasilkan keuntungan PK nol. Akuisisi BKP dan JKP 

sehubungan dengan kegiatan komersial PM masih dapat diakui. 

2) Pembebasan PPN menunjukkan bahwa PKP tidak memungut PPN atas 

penyampaian BKP dan JKP, namun tetap menerbitkan faktur pajak untuk 

kegiatan transaksi tersebut. BKP strategis, beberapa pelayanan bandar udara, 

BKP dan JKP tertentu, serta penyerahan BKP/JKP kepada perwakilan negara 

asing atau badan internasional merupakan contoh objek yang memperoleh 

keistimewaan pembebasan PPN. PM yang telah dikeluarkan oleh PKP 

sehubungan dengan pengadaan barang bebas PPN tidak dapat dikreditkan. 
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3) PPN tidak dipungut apabila dipasok untuk transaksi yang dilakukan di kawasan 

berikat atau dengan maksud untuk melakukan perjalanan ke kawasan berikat, 

menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Transaksi 

tersebut dapat berbentuk BKP dan penyerahan JKP, impor BKP, dan 

penggunaan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar negeri. Selain itu, PKP 

diberikan fasilitas ini untuk diproses di kawasan berikat. Pengajuan BKP dan 

JKP masih dikenakan PPN atas fasilitas ini, tetapi tidak dipungut. Ini akhirnya 

menghasilkan nilai PK nol. 

4) Tidak dikenakan pungutan PPN diberlakukan untuk barang dan jasa tertentu 

yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Macam-macam barang dan 

jasa itu telah dirinci dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

2.6 Pemungutan PPN 

Menurut Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 

pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pendataan objek 

dan subjek pajak atau retribusi, menentukan besarnya pajak atau retribusi yang 

terutang, dan terakhir memungut pajak atau retribusi. pungutan dari wajib pajak 

atau wajib pajak. Pengawasan penyetoran dan retribusi Hal ini dapat dilihat sebagai 

urutan operasi mulai dari pengumpulan data tentang barang kena pajak dan topik, 

menghitung jumlah PPN yang terutang, melalui pengumpulan kegiatan PPN dari 

wajib pajak dan mengelola simpanan mereka. 

Menteri Keuangan mengangkat bendahara pemerintah, badan, atau badan 

pemerintah untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh 

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, menurut Undang- 
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Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perpajakan dan /atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

kepada pemerintah, instansi, atau bendahara instansi pemerintah. Mekanisme 

pemungutan PPN dan PPnBM menganut asas akrual, artinya pajak terutang 

sekalipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau ditagihkan 

secara penuh, pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau 

pada saat penyerahan impor Barang Kena Pajak. Undang-undang ini berlaku untuk 

pajak yang terutang atas transaksi yang dilakukan melalui perdagangan internet.
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